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PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

N1c r.r im ba ng

Mcngingitt

DtrN(IAN RAHMAT TUIJAN YANG MAHA ESA

BUPA'II C]IAN.]UR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2),
Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (2), pasei
22 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), pasal 26 ayat (2), pasal 2t
ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), peraturan Daerah Nomor 1,,
Tahun 2012, perlu menetapkan peraturan Bupati tentanr
petunjuk pelaksanaan tentang Retribusi Izin Mendirikailr
Bangunan;

L L.rnclrrng Undang Nomor 14 Tahun 19SO tentan,t
l)r'nilrcntukitrr [)ircr:rh D:tcrah Kabupaten Dalarr,
l-rngkungan Propinsi Dj a r.r.,zr Barat (Berita Negar-r.
Rcpublik Inrkrnesra 'l'ahun 1950) sebagaimana tel:rlr
cliubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun l96s
tcnlang Pcmbcntukan Kabupaten purwakarta dirr.i
Kabupatcn Subang dengan Mengubah Undang_Undani,,
Nomor I 4 Tahun I 950 tentang pembentukan Daeral i_
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djatvii
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tihur r

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republi1.:
Indonesia Nomor 285 1);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l981 tentang Hukun,
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesi:r
l'lrhurr 198 1 Nomor 76, Tarmbahan Lembaran Negarl
Ilcprr blik Incloncsia Nomor 3209);

3. Un<lang LJntliing Nr>mctr 2a Tahun lggg tentang
Pc.n-vc)r,nggara:in Ncgara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Ncpotisme (Lembaran Negarir
llt:publik Inrloncsizr T:lhun 1999 Nomor 75, Tambahan
l,cmlraran Negitra Rcpublik Indonesia Nomor 3g51);



4. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OO2 tentang Bangunan(iedung (Lembaran Negara Republik IndonJsia iahr-rr"r
2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republiir
Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sisterr
Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran* Negai.liRcpubiik Indoncsia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tamba-hal
Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4421);

6. Unclzrng Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Incloncsia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lernbariir,
Ncgerra Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanrircl:rir Lrc'bcritpa kali diubah terakhir dengan 0ndan,r.
Undang Nomor l2 .lahun 

2OOg tentang perubahan KedLiriAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan!,
Peme rinrahan Dii=l (Lembaran Negara R.t;tiik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 59, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentani,
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pu"at J,.i.rlPemerintahan Da91ah (Lembaran Negara Republii<
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lem-bara,r
Nc-gara Nomor 4438);

8. Unditng Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataar,
Rr-rirng (l,cmberran Ncg:tra Rcpublik Indonesia Tihun 2OOl,Notnor 68, 'l'ambahan Lembaran Negara Republilr
Jnd,)n{:.i;I N( )m{ )r 4 725);

9. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentanqPcngelolaan Wilayah pesisir dan pulau_pu1au fecii
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiir
Nomor 3934);

10. Undang-Undang Nomor 27 Ta}lun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan nakyar,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakl.:,i
Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2dOrrNomor i2?,, Tambahan Lcmbaran Negara Republilt
Itr,lrrrr, sr; r N(,rn' rr 5t )4.1J:

Il Undang Undang..Nomor 2g Tahun 2OO9 tentang pajali
Dacrah <.lan Rctribusi Dacrah (Lembaran Negara RipuUtili
Indont:sia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lernbaran
Ncgirra I?r:publik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Pcrlindungan d"l pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor
14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiri
Nomor 5059);



tJ. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaraii
Ncgetra Republik Indonesia Tahun 20Il Nomor g2.
'l'antb:rhln l-r'mtranrn Ncg:rra Republik Indonesia Nornr;;
5234);

Pcr:rturan [)cmcrinlah Nomor 27 Tahun 1983 tentanSs
Pclaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidanr,
{l-r.mbaran Ncgara Rcpr-rblik Indonesia Tahun 1983 Nomlr-
.ltr, 'l'ambahan Lembaran Negara Republik IndonesirL
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan peraturar;
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan
Atas Pe raturan Pemerintah Nomor 2T T ahun 19g3 tentan!,
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidani,
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2010 Nomr,;.90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesir:
Nomor 5 1 45);

Peraturan Pe merintah Nomor 1O Tahun 2OOO tentarrll
Tingkerr Ketelitian peta Untuk penataan Ruang Wilayaii
(Lcmbar:rn Ncgara Rc-publik Indonesia Tahun 2OOO Nomor20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiu
Nomor 3934);

Pcr:lturan Pcmcrinlah Nomor 16 Tahun 2OO4 tentarig
Pcn.t tilgu nililn 'l'an:rh (Lcmbaran Negara Republiir
lndoncsi:r Tahun 200,1 Nomor 45, Tambahan Lembararr
Ncgara Re publik lndonesia Nomor 2385);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentan,r
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Zg Tahuir
2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Neganr
Rcpublik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor g3, Tambahar i
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Pcraturan Pemerintah Nomor SB Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilr
Inrioncsia Tahr-rn 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembar:Ll
Ncgar:r Rcpublik Indoncsia Nomor 4578);
Pcratur:rn Pcmcrinlah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pcdoman Pcmbinaan dan pcngawasan penyelenggaraal l
Pcrncrintah I)acrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesi:r'lahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negar-rr
Republik Indonesia Nomor 4593);

Pcraturari Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanii
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerzllr
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesiii
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegariL
Republik Indonesia Nomor 4737);

l4

17.

l6

15.

i9.

18.

20.
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27.

24.

25.

)3

2).

P( rillLrritn I)r:mcrint:th Nt>mor 19 Tahun 2O1O tentang Tart:
Cara Pclaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Kcuerngarn (iubcrnur Scbagai Wakil pemerintah di Wiiayalr
I)rovinsi (l,cmbaran Negara Republik Indonesia Tahr-t:.:
2O lO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republi;,:
lndoncsia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengr,,r.;
Pcraturan Pemcrinrah Nomor 23 Tahun 2011 tentill
Pcrub:rhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahrrr
2O1O tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dur,
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagrr
Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negar.,,
Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 44, Tambahrir ,
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5209);
I)c'r'itttrr:rn [)cmcrir.tl:rh Nomor 69 Tahun 2OlO tentang TarlL
Car:t Pc'rnbcrian dan Pcmanlaatan Insentif pemungutirit
l):rj:rk I)ircrzrh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negar.ri
Rcpublik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 119, TambahiuL
Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 5161);
IrCraturirn Mcntcri [)alam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2OOrr
tcntang Pcdoman Pengclolaan Keuangan DaeralL.
scbagaimana telah diubah terakhir dengan peraturar 

r

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentanri
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negc r:;
Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengeloliir, 

i

Keuangan Daerah;

Peraturan Mcnte ri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OAi,
tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Terpa(lri
Satu Pintukl

Pcr:lluran Mentcri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahrui
2OO7 tc:ntang Pcdoman Te knis Izin Me ndirikan Bangun:| l
()cd r:ng;

I)craturan Mcnlcri Dalam Negcri Nomor 32 Tahun 20 l u
t ('n tzi n g I)r'clon'ra n Pcm bcri:in I zir-r M endirikan Bangunan;
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 i
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2OO I te ntang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembarar,
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembarar r

Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OO8 Nomor 03 Seri D);
Pcrilluftln Dlrcrah Kabupatcn Cianjur Nomor O7 Tahlrn
2O I I l('lttitng P('nitl.tiln Pasar Tradisional, pusrLr
Pcrbclanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerliir
Kabupaten Cianjur Tahun 201 I Nomor 35 Seri C);

Pcralur:tn Dacrah Kabupatcn Cianjur Nomor 14 Tahun
20l2 tcnt:rng Retribusi Izin Mendirikan Bangunal
(Lcmbaran Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 20 12 Nomor
32 Scri B);

26.

29.

24.

3o

31



32. pcraruran Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor l7 Tahur_i
20 1 2 tcntang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cianjur Tahun 201 1_2031 (Lembaran Daerah Kabupate n
Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri D);

MEMUTUSKAN:

MenctapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAtrRAH TtrNTANG IZIN MENDIRIKAN
RN N(ITJNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Pcr:,ituran Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupatcn Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat

daerah otonom sebagai unsur penyelenglarr
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.

)

Rckcnins Kzrs Ljmum Daerah, selanjutnya disebut RKUI)
adalah rckcning keis umum pcmerintah Daerah Kabupater-t
Cirrnjur.

lladitn Pclayanan Perizinan Terpadu dan penanam:in
Modal, sclanjutn,va disebut Badan adalah Badan
Pclavunan Pcrizinan terpadu dan penanaman MocLii
Krrllrpxrtcn (l izr n.jL rr.

6. Ke palzr Badan Pelayanan perizinan Terpadu darr
Penanaman Modal, selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah Kepala Badan pelayanan perizinan tlrpadu dar.r
Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.

7 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu clibidang retribusi dacrah scsuai dengan peraturalt
peru ndang- unda ngan yang berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yanu
mcrupakan kcsatuan, baik yang melakukan usatr,i
rnzrupun vang tidak me lakukan usaha yang melipur i

llcrs('roiln tcrbattas, pcrscroan komanditer, persero:ll
lrrinnr':t, flllMN atau BUMD dcngan nama din dalarr
bcntuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
ltt:rscrkrrlu:tn, pcrkumpulan, yavasan organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembag:r
dan bcntuk badan lainnya termasuk kontrak investaii
kolcktil dan bentuk usaha tetap.

9. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang
digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanani
atau diletakkan atau melayang dalam suatu permukaalt
tanah dan/atau perairan yang berupa bangunan.
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13.

ll.

I)

10.

21.

20.

19.

17.

14.

15.

16.

Bzrngunan Gcdung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau cli
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai .tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian alarr
tcmpat ringgzrl, kegiatan keagamaan, kegiatan khusus.
kt'qiirl ;r rr sosiir l, [rrrdar. a, m:lupun kegiatan khusus lainn],i1.
I3angunan Pcrmancn aclalah bangunan yang ditinjau dari
sr:si konstruksi clan umur bangunan dinyatakan lebih
':.'t. 1., flitr..,lr, l.rs) t,rlrun.

l3irrrgunitrr Scmi Pcrmanen adalah bangunan yang ditinjar_l
dan scgi konstruksi dan umur bangunan dGyatakan
antar:r 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belasl
tahun.

Bangunan Sementara/ Darurat adalah bangunan yang
ditinjau dari segi konstruksi dan ,_,-r-,i b".rgr.roii
dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
Rangunan .Jasa adalah bangunan yang dipergunakan
ttnlrrk klpcnlinq:in rrslrhtr zr1:ir-r-jual beli barang atau jasa.
[3angunan Inc]r:stri ad;tlzlh bangunan yang dipergunakan
ulttLlk kcgratern mcmbuat atau menghasilkan suat r..i

bar:rng.

13:rnqLln:rn Sr>sial adalah bangunan yang dipergunakan
LrnlLtk kcpcntingan masyarakat dan tidak untuk mencari
kc Lt rt tr-t rrg;.tn.

Bangunan Sarana Ibadah adalah bangunan yang
dipergunakan untuk kegiatan keagamaan.

Kavling/ Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang
menurut pertimbangan pemerintah Daerah dapai
digunakan untuk lempat mendirikan bangunan.
Mcndirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakar r

bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan
mengga)r, mcnimbun atau meratakan tanah yang
b<:rhubungan dcngan pekerjaan mengadakan bangunan
tcrscbLll.

N'lcnlrub:Ilr Barrgunan adalah pekerjaan mengganti
Ll:in/atlLl rnc n;r rnba h / mcngurzrngi bangunan yang adii,
tt:rmasuI membongkar yang berhubungan dengan
pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangarl
pe rumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi
sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagiar.r
kavling/ pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak
boleh dibangun bangunan.

.Jarak Garis Scmpadan adalah jarak minimal untul<
mendirikan bangunan, pagar dan/atau sejenisnya yang
dir-rkr-rr dari as .jalurr jalan, rcl kereta api, tepi sungai, telti
p:rrrtiri, rlirn;rtr alau situ, szrluran irigasi, lintasan kabel
listrik lt'rr:]l.rlr;1p 1jp1r1r1/nr.n.rro:rh I rPnAah inotata-i ^i^.-

18.

22.



24

Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur olel.r
pcrmukaan 1anah, dimana bangunan teisebut didirikarr
s:tmpai cicngan titik puncak dari bangunan.
lzit, Mcndirikan Bangun:rn, se lanjutnya disebut IMIJ
ad:rl:rh izin r arrg clibcrikan dalam mendirikan / meruba lr
birngrrnirn kcp:rcla orang pribadi atau badan.
Rctribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalait
pungutan daerah yang sah sebagai pembayaran atau jasjr
atau femberian izin yang khusus disediakan dan/atail
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingar:
orang pribadi atau Badan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebr_ri
retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian Izi;r
Mcndirikan Bangunan oleh pemerintah i)aerah keparlrrorilng pribadi :tt:lu b:rdan tc-rmasuk juga merub:rir
lti r n qt trt r tI.

Wajib rcrribusi ad:rlerh orang pribadi atau badan yanLqmcnurut pcrittura n pcrundang_undangan retribr-t:i
diu a-jibkan untuk melakukan pembay;an retribusi,
lCrrn:rsuk pcmunflut atau pe motong retribusi tertentu.
Masa rctribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yanii
mcrupakan batas u,aktu bagi Wajib Retribusi untr-rli
memanfaatkan izin dari pemerintah Daerah.
Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan yanrl
mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan.
Surat Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebrii
SIMB :td:rlah surat izin vang ditcrbitkan oleh Femerintirl,
l):rt r';rlt kcpaclu orang pribadi atau badan untirlr
rnc nd irikr r n l-l:r ngu na n.

Surat KctcLzlpan Rctribusi Daerah, selanjutnya disebrrr
SKIID adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentuk.irr
bcsarrnr':r .juml:rh pokok retribusi yang terutang.
SLlr:rl lictctzlpan Rctribusi Daerah Lebih Bay:ir.
sclanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapzr rr
Re tribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi iebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidali
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRI.)
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/at:,iu
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Surat Keputusan Keberatan, selanjutnya disebut SKI(
aderl:rh Surat. Keputusan atas keberatan terhadap SKRI)
at:ru clokumcn lain vang dipersamakan, dan SKRDLB yanrl
dia.jr.rk:rn olch Wajib Rctribusi.

Pemcriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk mencari,
rnc:r'rglrrnpulkan, dan mengelola data atau keterangarl
lainr-rya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
lzerrra ii hr n rafrit-u:ci ,{^--^L L^-r^^^-r-^--

'25.

26.

27.

)!l

29.

30.

33.

31.

32.

34.

35
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36. 'l'irn 'l't:knis ad:rlah tim pelayanan perizinan terpadu yang:.
dibcntuk dengan Keputusan Bupati sesuai dengan
kt:tcntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri dari ruangarr
atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sam.i
lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarar:r,
pe mbin:ran kcluarga.

38. Penyidik Pegar,r'ai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS
adalah Pe nyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungal
Pcmcrintah Kabupaten Cianjur yang pengangkatannr,rr
ditct:rpkan scsuzti dengan Peraturan Perundanr.,
unditng:rn.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

Sctiap bangunan yang berada di Daerah harus memiliki IMB.
dcngan kctcntuan :

1. untuk bangunan/gedung yang akan dibangun (bangunan /
gedung baru), harus melampirkan :

a. formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;

b. izin pc:ntnt ukan pcnll!{un.tan tanah;

c. lirro t opr kartu idr:nriLas diri/ kartu tzinda penduduk;

d. surat ku:tsa dan lolo copv kartu identitas/ kartu tan<irr
pcnduduk pcncrima kuasa apabila dikuasakan;

c. loto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan
tanah / pcrjanjian pemanfaatan tanah;

f. loto copv surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dar;
bangunan tahun berkenaan;

g. surat izin pemakaian tanah apabila pendirian bangunan
bukan pada tanah milik sendiri dan dilampiri foto cop.v
kartu identitas/kartu tanda penduduk pemilik tanah;

h. surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yar i..,

clikct:ihui oich Dcsa detn Camat sctempat;

i. sLlrat pcrn\,:rta.rn tidak keberatan dari tetangga yan!,,
bC rtllr l lisa n la ngsu ng;

j. surat pernvataan tidak keberatan dari lingkungan untnli
bangunan rumah kontrakan, bengkel, pabril{,
minim:rrkct, s.lr:tn:t olah raga, sarana peribadatar.
tcmpat pcnyrmpanan bar:Lng, tempat hiburan dnrr
bangunan lainnya yang sekiranya membutuhkatr
pengelolaan khusus dan/atau memiiiki kompleksitas
tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap
masyarakat sekitar dan lingkungannya yang diketahr-ri
oleh Desa/Kelurahan dan Camat setempat;

k. surat pernyataan kesanggupan memelihara kelestarian
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l. gambar rencana bangunan yang meliputi situasi, denali
tampak (depan, belakang, dan samping), rencanli
(pondasi, atap, sanitasi) potongan (melintang derr
mcmanjang) dengan skala 1 : IOO atau 1 :50;

m. gambar situasr dcngan skala 1 :5OO atau 1 : IOOO;

n. ap.rbila bangunan menggunakan konstruksi baja, harr-rs
mclampirkan g:rmbar dan perhitungan konstruksi baja;

o. ap:rbila bangunan bcrtingkat dan menggunakan struktrrr
bt:ton. h:rrus mclampirkan gambar dan perhitunglrrr
betonl

p. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dur)
lantai/ ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, hani:j
me lampirkan hasil te s sondir;

q. untuk bangunan gedung dan kepentingan umum dril
komersial dengan luasan tertentu harus dilengkar.,i
SPPL/ DPL;

r. untuk bangunan perumahan harus dilengkapi dengari
dokumen pengesahan site plan dan pengelolall
lingkungan bila luas lahannya lebih dari S.O0O (lima ribLr.
mclcr pr:rscgi.

2. untuk bangunan/gcdung yang telah berdiri (pemutihanl.
ha rus mt lrrmpirkun :

a. lormulir permohonan IMB pemutihan yang telah dii:r,

C.

d.

C.

b.

t.

pe mohon;

ioto copy kartu identitas diri/kartu tanda penduduk;

surat kuasa dan foto copy kartu identitas/ kartu tanclrr
penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanal r ./
perjanj ian pemanfaatan tanah;

foto copv surat pcmberitahuan pajak terhutang bumi drrn
lxrngr-rnlr n lahun ltcrkt:naan;

surilt izin pr:makai:rn tanah apabila pendirian bangunlrLr
buk:rn pada t.rnah milik sendiri dan dilampiri foto cop.,.
kartu ide ntitas/ kartu tanda penduduk pemilik tanah;
grrmbirr situasi dcngan skala I :5O0 atau 1 : 1000;

surilt kirtcrangan bangunan berdiri yang diketahui ok- jr

Dcsa/ Kclurahan dan Camat;

i. surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan unttrl;
bangunan tertentu yang se kiranya membutuhka r l
pengelolaan khusus dan/atau memiliki kopmpleksitri s
yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakrt
sckitar dan lingkungannya yang diketahui oleh Desa,/
Kclurahan dan Camat sete mpat.

3. untuk bangunan non gcdung:

a. 'lou'cr/ me nara tcle komunikasi, harus melampirkan :

g

h.
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2) suritt porn\atililn tidak keberatan dari masyarakat
sckitar dalam radius I (satu) kali tinggi menata yang
dikctahui oleh Dcsa/Kelurahan dan Camat setempat
sctcl.rh dilakukan sosialisasi kepada masyarakat;

3) g:rmb:rr situasi dengan skala 1 : 5OO atau 1 : 1.000;
.:tr ) gambar rencana teknis bangunan menara melipr-rti

situasi, denah, tampak, potongan, dan detaii serr:i
perhitungan struktur;

5) spesilikasi teknis pondasi menara meliputi data hasil
tes sondir, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi;

6) spesifikasi teknis struktur atas menara, melipuri
bcban tetap (beban sendiri dan beban tambahan)
bcban sementara (angin dan gempa), beban khusus,
bcban maksimum menara yang diizinkan, sistent
konstruksi, ketinggian menara, proteksi terhadaJr
Pctir;

7) e:.rmbarr dan perhitungan konstruksi baja;

8) Ioto copv kartu identitas/kartu tanda pendudulr
pcr'cncil nil dan/aLau penghitung konStruksi
(konstruktor) \'ang namanya tercantum dalam gLmbar
dan penghitungan konstruksi;

9) foto copy bukti kepemilikan tanah/ sertifikat tanah
dan / atau perjanj ian pemanlaatan tanah;

I 0) foto copy kartu identitas/ kartu tanda pendudul<
pemilik tanah, apabila pendirian bangunan bukan
pada tanah milik sendiri;

l l) surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar-
mL'n.tr.t apabila menara tersebut tidak dimanfaatka n
l<t'rnlrirli rlan,/atiru sudah tidak laik fungsi;

12) surat pcnt)ataan kcandalan bangunan tower.

lr. bangunan, rcklame, billboard, megatron dan bando,
hirrtts mr'lirmpirkan :

'l ) lormulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;

2) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanal-r
yang berbatasan dengan titik pendirian reklame;

3) gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar
situasi, tampak, potongan dan rencana, pondasi serLe
perhitungan struktur untuk bando , megantron dttn
billboard;

4) sur;it izitt pcrnakaian tanah, apabila pendirian
lrangLrnan truk:rn pada tanah milik sendiri dan foto
copv kartu identitas/kartu tanda penduduk pemilik
tanah atau surat perjanjian pemanfaatan tanah;

5) surat pcrnyataan kesanggupan untuk membongkar
rt:klamc, aptrbila rcklame terscbut tidak dimanfaatkan
kcmbali dan/zrtau sudah tidak laik fungsi;



d.

C,

t.

lt

7) fotr> copy akta pendirian perusahaan apabila
dib:rngun oleh Badan.

anl ungan tunai mandiri (ATM), harus melampirkan :

1) lormulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;
2) gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar

situasi, denah, tampak, potongan, dan rencanil
pondasi; dan

3) surrat izin pcmakaian tanah, apabila pendiriarr
bangunitn bukan pada tzrnah milik sendiri dan fotc_,
Cop\ karru idcntitas/ kartu tanda penduduk pemilil:
titn:llt .rtau surat pcrjanjian pemanlaatan tanah.

1ullu, monument, tiang bendera, harus melampirkan :

l) lirrmulir pcrmohonan yang telah diisi oleh pemohon;
2) surat pornvataan tidak kcberatan dari pemilik tanalr

vang berbatasan dengan bangunan;
3) gambar siatuasi dengan skala 1 : 2O0;

4) gambar rencana teknis bangunan meliputi denah,
tampak, potongan, dan pondasi serta perhitungan
struktur;

5) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian
bangunan bukan pada tanah milik sendiri;

6) [oto copy kartu identias/ kartu tanda pendudlrl:
pcmilik tan:rh; dan

7) srrrat pcrn):t1a:rn kcsanggupan untuk membongkar
bangunan, apabila bangunan tersebut tidak
dimanfaarkan kembali dan/atau sudah tidak laik
I'u ngsi.

asesoris jalan yang terdiri atas shelter, jembatar-r
penyebrangan, gapura, harus melampirkan :

1) lormulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;

2) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanair
yang berbatasan dengan bangunan;

3) gambar situasi dengan skala I :2OO;

4) gam-bar re ncilnil teknis bangunan meliputi denah.
lirirtpitk, potongiln, dan rcncana pondasi sertil
p( rhrt ngir slruktur;

5) surat izin pemakaian tanah, apabila pendirian
bangunan bukan pada tanah milik sendiri;

6) lirto copy karru identias/ kartu tanda penduduk
pcmilik tanah; dan

7) surat pcrnyataan kesanggupan untuk membongkar
bangunan, apabila bangunan tersebut tidak
dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik
fungsi.
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1) formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;

2) gambar siatuasi dengan skala 1 : 2OO;

3) foto copy bukti kepemilikan tanah;

4) gambar rencana dan perhitungan konstruksi teknis
bangunan; dan

5) sr-rrirt p('rrl\'irl:l:in kcsanggupan mcnjamin kelancar: l

eiliran air dan mcnja,rga kelestarian bangunan irigas
vang sucler h tcrb:rngun.

h. kol:rm rcn:rng, harus melampirkan:

1) lirrrrrulir pcrmohonan yang telah diisi oleh pemohon;

2) foto copy sertilikat tanah, surat keterangan tantrli
atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesur i

dengan ketentuan peraturan perundang-undangelt
yang berlaku;

3) surat izin pemakaian tanah, apabila pendiriir r r

bangunan bukan pada tanah milik sendiri;

4) lirto copv k:trtu identias/kartu tanda pendudr-ii.:
pcmilik tanah;

5) sLlr:rt pcrn-vataan tidak keberatan dari tetangga yan:1
bcrbatasan langsung;

(r) gambar re nc.rna bangunan meliputi denah, tampal.
potongan, dan rencana pondasi, rencana sanitasi drLr;
pcrhitungan struktur;

7) surat pernyataan kesanggupan untuk membongkrij'
bangunan, apabila bangunan tersebut tidal:
dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak lail:
fungsi.

i. dinding penahan tanah dan/atau pagar, harri:;
melampirkan :

1) lormulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon;

2) foto copy sertilikat tanah, surat keterangan tanrrir
it{.lu surat bukti kcpcmilikan tanah lainnya seslr:,i
clcngan kclcntu:ln pcraturan perundang-undangat,
var-rg ilc rla ku;

3) surert izrn pemakaian tanah, apabila pendirian
barigunan bukern p:rda tanah milik sendiri;

4) foto copy kartu identias/ kartu tanda pendudr-rk
pcmilik tanah;

5) surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yanq
berbatasan langsung yang diketahui olch
Desa/ Kelurahan dan Camat;

6) gambar rencana bangunan meliputi denah, tampal<,
potongan, dan rencana pondasi.
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Pasal 3

IMB scbag:.rimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan dalam
l)cntuk surlit izirt.

Pasal 4

Il\,111 tirlirk clipcr)L-tkan dalam hal :

ii. pcr.l\\'zrtan ringan bangunan dalam usaha memperbaiili
kcrus:rkzrn tcrutama pada komponen non struktural yanrl
terjadi agar bangunan berlungsi dengan baik sebagaiman:i
mcstinya seperti perbaikan penutup atap, langit-langrL.,
penutup lantai dan dinding pemisah/pengisi;

b. pemeliharaan bangunan dalam usaha mempertahankan
kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimaniL
mcstinva, atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan
scrta mr:n.jag:r tcrhardap pcngaruh yang merusak, seper-ti
m('nrpl('s1('r, rncngilprlr, mcngctcr/mcresidu, mengecat atat'.1

mcncmpcl tlcngrt t t kt'rtlts;

c. pc:mclihararan bangunan dengan tidak mengubah denalr,
konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan-bangunz,l
scmul:r vang lclah merndapat ijin;

d. mcmbuat lubang-lubang vcntilasi, penerangan dan larrr
sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 0,6 (nol komrr
enam) me ler persegi, dengan sisi terpanjang mendatar tidiili
lebih dari 2 (dua) meter;

e. pendirian bangunan dari bahan-bahan yang bersilir
semcntara atau bangunan yang penggunaannya paling lanrrr
I (satu) bulan;

l. mendirikan bangunan yang tidak permanen untr.ll.:
mcmelihara binatang jinak atau taman-taman, dengari
svarat s\,arat ditempatkan dihalaman belakang dan tingginf ii
tidak icbih dari 2 (dua) meter.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN IMB

Pasal 5

Pengajuan IMB dilakukan oleh :

a. pemilik bapgunan atau kuasanya bagi perorangan;

b. salah seorang yang diberi kuasa untuk sekblompok orang;

c. Badan bagi badan;

d. perusahaan kawasan industri bagi perusahaan industri
dalam kawasan perusahaan industri;

pcrrgt'kriir krru rrsrtt't Lragi izin untuk kawasan tertcntu.

Pasal 6

Proscs ata u mckanisme permohonan IMB adalah sebagai
bcriklrt :
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l;. pcmohon mcngisi lormulir dan melengkapi persyaratan;

c. lormulir \':lng tt'lah diisi dan dilampiri persyarat.ril
cliscrahk:rn kc lokct pe ndarftaran;

d. petug:rs pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratar l

ad mi n istrasi;

e . apabila persyaratan administrasi telah lengkap dilakukiLr,
registrasi dan diberikan resi penerimaan berkas kepaciir
pemohon;

f. petugas pendaftaran mengembalikan berkas kepacll
pemohon apabila permohonan tidak lengkap;

g. ltcrkls pt rrrrohonart r':rng sudah diregistrasi diteruskli l
ki'lritdir ltrrl:rng inli;rrnasi pcndaflzrrern dan penanganii..
pcngaduan;

h. apitbila hasil vcrifikasi dan validasi permohonan tid:rli
mcmcnuhi pcrsvaratan untuk diproses, berkas permohon:ii:
cl ik r: rn b:.r lika n kcpada pcmohon;

i. bcrkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan bail:
administrasi maupun teknis, diteruskan kepada Bidar.r.i
Administrasi dan Penelitian Teknis;

j. Bidang Administrasi Penelitian Teknis bersama Tim Teknis
melaksanakan pemeriksaan lokasi;

k. Tim Teknis melakukan penelitian dan pengesahan dokumt'r,
rcncana tcknis yang meliputi gambar rencana, situas..
pcrhitur-rgan struktur b:rngunan dan hasil test sondir tanrLi;
scrtit mc:mbcrikan rckomcndasi teknis mengenai diterinrr
:r1:r Lr rl ilol:r k:

L aparbila hasil pcngkajian dan penelitian teknis / lapangl i r

iavirk Llntuk dikabulkan, Kepala Bidang Penelitiiil
Aclministrasi dan Tcknis mcnctapkan SKRD;

m. proscs cvaluasi administrasi leknis, pengesahan dokumcrr
rencana tcknis dan penetapan SKRD paiing lambat 7 (tujulrl
hari kerja;

n. setelah SKRD ditetapkan, bekas permohonan diteruskan l<c
Bidang Pencrbitan, Pelaporan dan Penyimpanan Dokumcn
dan memproses izin untuk ditandatangani oleh Kepall
Bi-rda n;

o. izin yang. sudah ditandatangani oleh Kepala Badan
dilcngkapi dengan SKRD disampaikan ke Bidang Pendaftarar r

dan Inlormarsi untuk disampaikan kepada pemohon;

p. pt'rnohon mcmbar':rr rctribusi dan mengambil izin di lokct
pcnd:r fta ra n.

Pasal 7

(1) Kepala Badan menerbitkan IMB dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas
pcrmohonan beserta kelengkapannya.
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(s)

t1)

(s)
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Apabila permohonan IMB memerlukan ijin lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Instansi
lain yang berwenang, Kepala Badan dapat menangguhkar-r
pemberian IMB sampai ijin tersebut diberikan.
Perpanjangan waktu atau penangguhan IMB diberitahuktrn
secara tcrtulis kepada pemohon dengan disertai alasan
perpanj an gan atau penangguhannya.

Kepala Badan setclah mendapat pemberitahuan dari pejabar.
lri'ru c'n:trrg rnclakukan pcnilaian tcknis dari suatu rencanti
pcmbangun::ln .ttas pcrmohonan IMB.

Scbclum IMB ditcrbitkan tidak diperkenankan bagi pemohorr
unlLrk rrit'llrkrrkan kcgizrtan lisik untuk mendirikan
lrangunan.

Pasal 8

Penolakan permohonan IMB diatur sebagai berikut:
a. penolakan atau pemberian pembebasan IMB dengar,

bersyarat harus disertai dengan alasan-alasan penolakarr-t
atau pembebasan bersyarat;

b. pcrmohonan IMB ditolak apabila :

i rcnr:anir pckcrjzr:rn pcnclirian, perbaikan dan perubahan/
pt'rluasan b:rrrgLrnirn bcrtcntitngan dengan peraturan
pcrurtdang uncl:tng;.rtt -t ang be rlaku atau lebih tinggi
Lingkata n ny.l;

2. bertentangan dengan rencana dan/atau perluasan kota;

3. l)crtcntangan dcngan kcpcntingan umum dan/atau hajat
hrdup ora ng banyak.

Pasal 9

Proses pembatalan permohonan IMB batal apabila :

1 . pemohon meninggal dunia sebelum IMB diterbitkan;
2. pcrsyaratan pcrmohonan IMB tidak lengkap dan setelah

dipanggil 3 (riga) kali d:rlam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak
rncmcnuhirrr a;

3. kctcrirngan v:rng diberikan tidak dibenar;

4. pcrm<;hon:rr-r tcrscbut menyangkut suatu sengketa
pcrd zrta / picl:r r re.r.

Pasal 1O

l)t.rrnohonitn IM13 -1,ang batal sebagaimana dimaksud pada Pasal
9 d:rpat diajukan kcmbali ahli waris yang sah dan berhak.

Pasal lL
Kepala Badan dapat mencabut IMB yang telah diberikan
apabila:
1 . dalam r,r,aktu 6 (enam) bulan setelah tanggal diterbitkannya

IMB belum ada kegiatan lisik dilapangan;
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3. IMts vang dibcrikan ternyata didasari atas keterangan yanq
tidu k d ibcna r/ kt liru;

4. pelaksanaan pembangunannya menyimpang dari rencana
yang disahkan.

BAB IV
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) I'cmohon dapal mcngajukan permohonan keringanan atar.r
pcmbcbersarn retribusi IMB kepada Bupati melalui Badan.

(21 Lla(lan atas pcrsctujLtan tsupati mcmberikan keringanan atlu
pcmbcbas:rn rctribusi tcrhadap bangunan milik pemerintalr.
Pemcrintah Daerah, bangunan sarana ibadah, asrama yatirrr
piatu, panti jompo, dan majelis ta'lim.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IMB
Pasal 13

(1) Pcmbcrian IMB merupakan kewe nangan Bupati.
(2) Format lztn se bagaimana dimaksud pada ayat (t)

se bagaimana te rcantum dalam Lampiran dan merupakll,
bagi:rn ticlak tcrpiszrhkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Bupat i mclimpahkan keu,cnangan penerbitan IMB kepacl:i
Kcpitltr llad:r n.

BAB VI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012.

Pasal 15

(l ) Bagi pt'mohon .r'ang bcrmaksud melakukan pemecahan IMll.
dikcnakan triava sebcsar- 5%, (lima persen) dari tarif IMB.

(2) Bagi pemohon vang bcrmaksud melakukan balik nama IMB,
dikcn:rkan bi:r.1'a sebcsar 20% (dua puluh persen) dari tar-il'
IMB.

(3) Untuk Icgalisasi/lcgalisir IMB yang telah dikeluarkar-r,
dikcnakan biaya sebesar 5% (lima persen) dari tarif IMB.

Pasal 16

Hasil pungutan retribusi IMB sebagaimana dimaksud paCa
Pasal 13 dan Pasal 14 disetorkan ke Kas Daerah.
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BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap

pembcrian IMB dilaksanakan oleh :

pelaksanaan

.r. Flad:r n:
b. Satuan Pc>lisi Pamongpraja;
c. Dinas Tala Ru:rng dan Pcrmukiman;
(1. Inspcktorat Dacrah.

(2) Kcpala l3adan wajib melaporkan rea]isasi pemberian IMB
kcp:rda Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu_
u,aktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan
Bupati Cianjr_rr Nomor 50 Tahun 2O09 tentang petunjuk
I)claksanirern Pcratur.tn Dacrah tcntang lzin Mendirikan
I3a r rgr-rnu r r, dinva l a kan cl ic:.r but c.lan tidak berlaku.

Pasal 19

Format format lormulir permohonan IMB sebagaimana
tcrcantum dalam Lampiran l ang merupakan bagian tidak
Lcrpisahk:rn darr Peraturan Bupati ini.

Pasal 2O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Oktober 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ ttd.,

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
ggal 3 Oktober 2012

SOKRETARIAT
CIANJUR,

o>,-.-
\Y.{ t{

KEPA DAERAH



untuk dan ;ttas nzlma

Pcmr lik

a. Nama pemilik/instartsi atau perusahaan

b. Alamat kan tor

Nomor tclcpOn

unluk:
l. Peruntukkan Bangunan

2. Peruntukan sesuai Keterangan Rencana Kota
{sesuai Keteranga-n Rencana Kota)

3. Lokasr bargu nan gcdung

a. Kampung

b. liclLl rrrl.r an / clcsa

c. licr:amal rrn

d. Iiabu paten

4. .lumlah lantai bangunan gcdung

5.'l'anah
a. Luas tanah

PERATURAN BUPATI CIANJUR
: 29 TAHUN 2012

: PETUNJUI{ PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Cianj u r

LAMPIRAN

NOMOR

TENTANG

PEMERINTAH
KABUPATEN

CIANJUR

Formulir
PERMOHONAN
IZIN MENDIRII{AN BANGUNAN GEDUNG IIMBI

Kepada:

Yth. Bupati Cianjur
Cc1. Iicptrla B.dan Pela.y:rnan pcrizinan Terpadu da. pena'aman Modal
.Jzrltrn Slame t Rivadi No.3.1'lp. (0263) 263a94 Cianjur

Y:.rns br:rlanclir tirngirn di ltan irh ini :

I)r'ltlrltrlt

lr. Namir p<'mohctn

b. Alarmat

c. Tcmpat/tanggal lahir
d. Nomor KTP

e. Pekerjaan pemohon

Dcngan rni me ngajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (rMB) untuk:mcndirikan bangunan gcdung l;aru / penambahan / rcnovasi bangunan g"i;";i



b. Status hak atas tanah

c'. Nama pemilik tanah

d. Bartas- bat as t:rn:rh

Sebelah timur

Scbclirh scliltan

Scbcl:rh ba r;rt

Scbcl:rh u t ar:r

6. IVIB Birngrrn:lt Eksisting

(untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan gedung,
dilampirkan surat Ijin pemakaial tanah)

( Lampiran Permohonan IMB ini dibuat 3 (Tiga') rangkap )

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangr:nan Gedung ini kami ajukan untuk
dapaLt diproscs sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Cianjur, ...2O ...

Pemohon,
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Formulir
PEMERINTAH

i"^'.ijJ*'n :,",: PERMOHONAN (PIMBI
PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

K c pl rclir

\ th. F3rrprrti Cian.lt-rr
Cq. Kcprrl:r LJird:rn l)cltrvirnir:r I)crizinarn Tcrpadu dan Penanaman ModaL
.Jrrlirn Slarnct lti-v-adi No.i) 'l'lp. (0263) 263894 Cianjur

Yang bcrtanda tangan di bau'ah ini :

Pemohon

a. Nama pemohon :

b. Alamut : ....................
r'. Tempat/tanggal lahir : ....................
d. Nom('r KTP : ....................
e. Pckcrjaan pcmohon : .....................

Dcngan ini mcng:r jukan pcrmohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (pIMB) untuk
Pcmr: tihlrn mt:ndirikan ban gu n a.

untuk dan atas nzrma

l\'milik
a. Nama pcmilik / instan si atau perusahaan : ..................
b. Alamal kantor : ...................

Nomor telepon : ...................

untuk:

1. Peruntukkan Bangunan

2. Peruntukan sesuai Keterangan Rencana Kota :

(scsuai Kcterangan Rcncana Kota)

3. Lokasi bangunan gcdung

:r. Kampung
b. Kclr-r rahan / desa
('. K('c:rmat:rn
d. Kabupaten

.1. Jumlah lantai berngunan gedung

5. Tanah

a, Luas tanah
b. Status hak atas tanah
c. Nama pemilik tanah

: Cianjur

(untul< pcmilrl< t:rn:lh viurg bcrbcda dengan pemilik bangunal gedung,
dil:rrnpirkan surat ljrn pcmakaian tanah)
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d. Batas beitas tanaIr

Scbcl:rh tirnur
Scbclal'r seiatan
Sclrclirlr l;a r:i 1

Scl;clah uttrra

6. IMB Bangunan Eksisting

Pemohon,

( Lampiran Permohonan IMB ini dibuat 3 (Tiga') rangkap )

Demikian permohonan Pemutihan lzin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami
ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

20 ...



D

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR PEMERINTAH DESA

SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA
Nomor :

Kepala Desa/Kel menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

N;rm;r :.................
Tcm p:rt 1'l':i ngga I lzrhir' : .................
Bangsa/Agama :

I)r'k, tt,r,rrl
n l:rmilt
,ll''(igi lip : ...............
l)csii / Kt:lurahitn : .................
Kccramatitn ..................

Bahrva nama tersebut diatas benar memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jll{iglKp : .................
Desa/Kelurahan : .................
K( cJ matan : .................
Tertera diatas tanah : .................
didalam peneliti:rn ketmi tanah tcrsebut tidak dalam sengketa.

Dcmikian slrrzrt Kotcrzlng:rn ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan
Ijin Mcndirikan l3angunan ............. ...., kepada
r':rng bc:ru a.jib me ngctahui dan maklum adanya.

Me ngct:rhui :

Pcmoh<;n Ketua RT

Cianjur,

Ketua RW

Desa/KeI....
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PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN TETANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

].
'2.

3.
4.

Dcsa / Kcl Ketua Rt.

l)r'ngrrrr nri ntCrt\ atttk:tn b:ttas-batas tanah sudah sesuai dengan
kcPt'inilikirr-rrrYir cian ticlak keberatan untuk mendirikan/merombak/

Alas nam:t

Nama
Alamat
Dcsa/ Kelurahan
Kccamatan
Yang berlokasi di
..tl/Gg/ Kp
Dcsa / Kclr-t rahir n
KcLr:liratilIr
l)i:lt:rs 1:llrah milik

cir:ngan svarat harus mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Dcmikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

C ianj ur

Hormat kami para tetangga yang berbatasan,

1.

2.
3.
4.
5.

Mcngctahui :

Ketua Rw.
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SURAT PERNYATAAN

Yirnq bt:rlitndii lilng:ln di lrirlvzrh rni :

Namir
Pckerja:rn
Alamat

Me n1'atakan sanggup :

1 Menanami halaman yang tidak terbangun, dengan bunga dan tanaman
r,rhlrniln

2. Mcnr t'cliakan pot p()t burtgit vattg ditata dilingkungan bangunan

3. Menvccliakan tong/ mcmbuzrl bak sampah, yang ukuran besarnya
rl isc's L.t lt ika rr

,1. Pcrnbrrngan air kotor akan disalurkan ke septiktank

5. Scbcl:rh kiri kanan dan belakang bangunan yang berbatasan langsung
dcngan tcterngga akan ditembok brandmuur

6. Berpartisifasi aktif dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta
kelestarian lingkungan

7. Surat Pernyataan ini dibuat berdasarkan Instruksi Bupati No.503/07-
Pe/ 1983, tanggal 13 Desember 1983.

Dcmikian Surat l)crnlatetan ini sala buat untuk dipcrgunakan seperlunya.

C ianj ur,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6000



PDRNYATAAN TIDAK KEBERATAN LINGKUNGAN

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahr-ur
Tahun
Tahun
Tahun

i)t'ngarr ini mcnvatt,rkan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak merasa
lrtrkclrt'ratanuntukmcndirikanbangunan............... ..........yang
bcrkrki,rsj di ................. Kabupaten Cianjr-rr.

Mt'mburikan ijin kcpada :

Nama
Pekerjaan
Alamat
Diatas tanah milik

Dcngan kctctcrt t u:11'l scbitg:ri bcrikut

3.

'2

4.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bangunan . . ..... tersebut telah memenuhi syarat
sepcrti l-an{< diatur oleh peraturan pemerintah

Bangunan .....tersebut tidak mengganggu
lingkungan hidup

Pemilik bangunan ...............dapat selalu menjaga kesehatan,
kcindahan dan keamanan lingkungan

Pe milik bangunan dapat selalu bekerja sama dan bergotong royong dalam
meningkatkan pembangunan lingkungan.

Surat ijin lingkungan ini kami buat dengan penuh rasa kesadaran dan tanpa
adanva unsur paksaan dan kepada yang berkepentingan agar menjadi
maklum.

Mengetahui:
Ketua RT. RW.

Melihat:
Kepala Kel/ Desa

Camat Kecamatan
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Pcmilik tanah kohir Dcszr/Kcl. : ...................
Mr'mlrt Ttk;rr't ijin kt P;rdtr :

SURAT KETERANGAN IJIN PEMAKAIAN TANAH

Yang bcrlanda tangan di bawah ini :

Nama

N:r m:r

Diatas tilnah milik sala tcrsebut seluas:
Ta ng tcrlt'1ak di :

Pemakai tanah

Mcngetahui :

Kt prrlrt I)t srr K, l . .........
N o. Rcg

Cianjur,

Pemilik tanah

Materai Rp.6000

Camat Kecamatan ...............
No. Reg
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SURAT KETERANqAN PENDIRIAN BANGUNAN

Yrrr-rg ircrtirnda tangan di b:ru'ah ini :

Nlmr : .................
Pckr'rj au n : .................
Ali:r ma t :

,lll{lg/Kp. : .................
Dcsa/kelurahan : .................
Kecamatan : .................

Dcngan ini mcnerangkan bahwa sesungguhnya bangunan untuk..........
Yzrng sa1,'a miliki bcrlokasi di:

,11/{ig/Kp. : .................
Dcsa / kclurahan : .................
K((uml|liill : .................

, ) r,.,lr :lrt. l).ril.l lirll|| :

Batas - baLas :

1. Sebelah Utara : .................
2. Scbelah Timur : . .. . ... ... . .. . .. .

3. Sebelah Selatan : .................
4. Sebelah Barat : .................

Demikian pernyataan pendirian bangunan ini saya buat dengan sebenarnya
dan sanggup dikcnakan sanksi hukum, apabila saya memberikan keterangan
liclirk lrt nrrr.

Cianjur,

N o. Rcg Yang membuat keterangan,
Kt lT l )r's;r

Materai 6000
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SURAT PERNYATAAN KEANDALAN BANGUNAN TOWER

Yang bcrtanda tangan dibau'ah ini :

Nama :.................
Pekcrjaan : .................
Alamat :.................

Sclaku pcmilik tou cr vang bcrlokasi di :

.laliin / K:rnrprrng ; .................
[)r'sir,/Kcllrr:lhan : .................
Kc( iinrilliln : .............

Dcngan ini mcnl:rtakiin bahu,a konstruksi bangunan tower tersebut :

1. Tclah dircncanakan sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang
be rlaku;

2. Dar"a pancar yang ditimbulkan tidak akan menimbulkan radiasi/induksi
terhadap masyarakat sckitarnya;

3. F-rcku'ensi pancar vang ditimbulkan tidak akan mengganggu frekwensi
tr:lcvisi/radio yang berada di sekitarnya;

'1. l):rr ap:rbila bangunan tcrscbut ternyata dapat menimbulkan radiasi,
mcngganggu i'rcku cnsi, dan suatu saat roboh, maka kami berseclia
mcmbcrikan ganti rugi kcpada masyarakat yang terkena dampak
lrr nqr tnit n cl i;r l tr s.

De mikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Cianjur,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,-
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PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL
Alarrat: .Jl.Slamct Rivadi No. 3 Telp. (02631 263984 Cianjur 432 1 1

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomclr:

6.

7.

I lt't cliisirrlirir.t :

I. Undang-undang Republik Indonesia
(iedung

2. Undang-u ndang Republik Indonesia
Dacrah

Nomor 28 Tahun 20O2 tentang Balgunan

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak d:rn
Rctribusi Daerah

4.

)

Pcraturan Mcntcri D:rlam Negcri Nomor 24 Tahun2O06 tentang pedoman
Penvelenggar:r:rn Pcla-vanan Tcrpadu Satu Pintu

Pcraluran Mr:n1t:ri [)alam Ncgcri Nomor 32 Tahun2010 tentang pedoman
Pcmbcrian Izin Mcndirikan Bangunan

l)cratrrr:rn Dacrah Iiabupatcn Cianjur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor lO Tahun 2011 tentang perubahan
Iicdu;.r:rt:rs Pcrirtrrr:rn I)ir.r:rh Iiallr"rpatcr-r Ci:rnjur Nomor 07 Tahun 2OO8 tentang
Orgturis:rsi Pr:mcrint:rh Daerah dan Pembentukan Organisasi perangkat Daerah
Kir llu pat cn Ciar.rjur

8. Pcraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 07 Tahun 2o1l tentang penataa,n
Pasar Tradisonal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

9. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tenta-ng Reribusi Ijin
Mendirikan Bangunan

10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran pelayanan
Perijinern Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

ll. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unil Organisasi di Lingkung:rn Badan Pelavanan Perijinan Terpadu dan
Pcnitnaman Modal Kat>u patcn Cian.jur

Membe rikan Ijin
Ii c p;r r1:r :

N:.imu
Ala mat
Lokasi Bangunan
Kclurahan
Kecarnatan
Peruntukkan Bangunan

Luas Bangunan :

Lantai I
Lantai 2
Tc'r:r s
lf alkor r

Septict:rnk
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L,ctrrk di at as Tan:th
Su rirt 'l'rrnirlr

I-okirsi Brrngu n an
Kelurahar.r
liccilmill:lt.t

6.

7.

5

Dcng:rn Ketcntuan sebagai berikut:
l I\clcntrrilll Batas Garis Scmpadan:

:1. ()aris Scmp:rdan B:rngunan {GSB) ...........m dari as ja1an, melanggar mb. (iaris Sempadan Pagar (GSP) ...........m dari as ja1an, melanggar _.... mc. Garis Sempadan Sungai (GSS) ...........m dari as jalan, melalggar....., m
2. Apabila ada ba'gunan melanggar ketentuan GSB, GSp, GSS, maka ba'gunan

tersebut harus dibongkar dengan memperhatikan kealdalan barrgunan
3. Pcl:rksanaan pcmbangun:rn harus sesuai dengan ijin yang dikeluarkan baik

bcntuk. luas mauprrr.r peruntukkan bangunan

Ap:rbi)tr rlikt:mucliirr hiu i tt'r.jadi scngkcta -vang tidak menyangkut masalah teknis
bangunirrr. m:rkir scpcr.ruhnr.a mcnjadi t:rnggung jawab pemohon
.APlbil;r dil<cmudi:rn hari terjadi sebagian dari lokasi yang dimohon terkena
Pcncrl il:an :rkibirl pcnataan kemb:rli Rcnc::r-ra Tata Ruang wilayah Kabupaten oleh[)cm.rinlah Kabup:rtcn cianjur, maka bangunan yang dimaksud harus
discsuaikan dcngan Rcncana Tata Ruang dengan tidak menuntut ganti rugi
kcpada pihak Pcmcrintah

Apabila dalam jangka waktu 6 {enam) bulan setelah surat ijin ini ditetapl<an
tcrn-\'ata pcmohon tidak melakukan kegiatan / membangun dan atau apabila
pekerjaan terhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka keputusan ini
dinvatakan batal dan tidak berlaku lagi dan kepada pemohon diwajibkan untuk
mengajukan permohonan baru

Ijin Mendirikan Bangunan (lMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik
dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

KtrPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Oktober 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH


